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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan 

nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-

daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya, untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 dalam rangka 

penyelenggaraan fungsi pemerintahan tersebut, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah setiap 

tahun disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bupati selaku kepala daerah yang 

memiliki kuasa pengelolaan keuangan daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya enam 

bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan 

Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan 

Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan 

keuangan perusahaan daerah. 

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-

transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah 

menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan 

suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi 

keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk 

membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah 

ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, 

dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. 

Laporan Keuangan disusun untuk:  

a. Memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2003, 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019, dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; 

b. Memenuhi akuntabilitas publik, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan 

pelaksanaan mandat yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng; 

c. Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan 

pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektivitas pengendalian atas seluruh 

aset, utang, dan ekuitas dana; 

d. Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik; dan 

e. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang 
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penting yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng. 

Sedangkan tujuan pelaporan keuangan pemerintah secara spesifik adalah: 

a. Untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan;  

b. Untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya, dengan cara: 

1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana 

pemerintah; 

2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan 

ekuitas dana pemerintah; 

3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; 

4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; 

5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi 

kebutuhan kasnya; 

6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan 

kegiatan pemerintahan; dan 

7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam 

mendanai aktivitasnya. 

Guna memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai 

pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas 

suatu entitas pelaporan. 

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng diselenggarakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2); 

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 

mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang 

terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan 

Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; 

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4355); 

d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

f. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah; 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP SAP) 

tertanggal 22 Oktober 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah 

prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 

pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, penerapan SAP dalam laporan keuangan pemerintah 
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diberlakukan efektif untuk pelaporan keuangan Tahun Anggaran 2010; 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322); 

i. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

j. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); 

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

m. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 8); 

n. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 

Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 

2022 Nomor 9); dan 

o. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 

2021 Nomor 60) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 

56 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 

(Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 53). 

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos 

yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan 

Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas 

Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan 

Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk 

penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen 

lainnya. 

Adapun sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

BAB II  EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET 

KINERJA APBD  

2.1 Ekonomi Makro  

2.2 Kebijakan Keuangan  

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD  

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan  
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BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar 

Akuntansi Pemerintah Pemerintah Daerah 

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 

5.1 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 

5.2 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

5.3 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca 

5.4 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional 

5.5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas 

5.6 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas 

5.7 Pengungkapan Informasi untuk Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan 

dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja 

BAB VI  PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN PEMERINTAH 

DAERAH 

BAB VII PENUTUP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




